BAB IV
ANALISISTINDAK PIDANA PERJUDIAN ELEKTRONIK UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

TRANSAK S ELEKTRONIK

A. Analisisterhadap latar belakang lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun

2008 tentang I nformasi dan Transaks Elektronik

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik dabupgan hukum
di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawaatirknengingat
berbagai tindakan, sepertarding, hacking, cracking, phising, viruses,
cybersquating, pornografi, perjudian (online gamigl), transnasional crime
yang memanfaatkan informasi teknologi sebdgml” (alat/peralatan) telah
menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatarriret

Oleh karena itu, Pemerintah memandang Undang-Undeni;ng
Informasi dan Transaksi ElektronidTE) mutlak diperlukan bagi Negara
Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakai saltu Negara yang telah
menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasiraduas dan efisien,
namun belum memiliki Undang-Undang Cyber.

Dalam perkembangan masyarakat yang mengalami pgenbdan
kemajuan pesat karena globalisasi dan teknologiswénya teknologi
informasi, sangat diperlukan peraturan hukum yangngatur kegiatan
manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologmiasi. UU No 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekir@dU ITE) menjadi

! hitp://bambang.staff.uii.ac.id/2008/10/. Diaksmsggal 20 -6-2010
69



70

strategis untuk membangun hukum teknologi informasig memberikan
aturan-aturan mengenai pemanfaatan teknologi irderrdan kemungkinan
pelanggarannya.

Sebagaimana sumber daya penyokong peradaban dadupahn
manusia yang lainnya, sepanjang sejarah selaluadterperlombaan
penguasaan yang sebesar-besarnya sehingga baxpagssatu bangsa yang
memiliki sumber daya paling besar bisa menjadi pasag dan menentukan
kehidupan bangsa lainnya. Atau memiliki kemampuariabhan yang lebih
baik. Dalam konteks yang positif, penguasaan surdbga informasi yang
lebih baik akan mampu mendorong kehidupan dan pbead serta
kesejahteraan suatu bangsa menjadi lebih baik @gum serta bergerak lebih
cepat mengungguli bangsa lain. TIK (Tekhnologi, oiniasi dan
Komunikasi) menjadi modal bagi perubahan. Dalamtéks yang negatif,
semakin banyak nilai yang dihasilkan di dunia mdga semakin tingginya
tingkat ketergantungan manusia atau suatu bangsa akan semakin besar
pula resiko yang mengancam berupa aneka jenis é&ejamaupun upaya
penguasaan sumber daya informasi yang dilakukén lmde@gsa lain dengan
berbagai maksud dan tujuan. Sehingga amat penéiggsniatu bangsa yang
telah makin intensif memanfaatkan TIK (Tekhnolodnformasi dan
Komunikasi) untuk senantiasa mengamankan dan mé¢amaekan sumber
daya informasi yang dimilikinya karena telah menjadjat hidup orang
banyak yang dari hari ke hari akan menjadi sempkimting, bernilai tinggi

dan bahkan merupakan asset vital.



71

Latar belakang diundangkannya Undang-Undang tetseéioiorong
suasana dan keadaan masyarakat, yang semakindezsgdn adanya Tindak
Pidana di dalam dunia maya.

Penulis setuju dengan di undangkannya Undang-Undartg
(Informasi dan Transaksi Elektronik) ini berdasarkaari kebutuhan
masyarakat akan kepastian hukum ketika masyarakat skikdah mulai
membuka mata akan hak-hak mereka sebagai warnadNégkonesia dan
sudah lebih mengerti akan hukum-hukum positif dioimesia. Karena hal
tersebut tentunya akan berdampak pada kestalalagsh, jika hukum tidak

ada, maka kestabilan dan keamanan warga menjadiker

Analiss terhadap ketentuan hukum Tindak Pidana Perjudian
Elektronik berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaks Elektronik

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepaprdags pembuktian
yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbanganrhalalam memutuskan
sebuah perkara.

Berbicara mengenai pembuktian meliputi juga alat-ddukti dan
barang bukti yang dianggap sah menurut hukum gmdama yang berlaku di
Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukumara Pidana.
“membuktikan” berarti meyakinkan hakim tentang kedran dalil atau dalil-
dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaam,p@mbuktian hanya

diperlukan pada proses persidangan di pengadijan sa
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Ketentuan pidana yang dimaksud dalam bagian i lefbytuju pada
pengaturan sanksi pidana yang diatur dalam Undadgng Nomor 11
Tahun 2008. Adapun pengaturan ketentuan sanksnaittahadap kejahatan
Perjudian Elektronik ini dapat dilihat dalam pa®élayat 2 dan pasal 45 ayat
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infsirrdan Transaksi
Elektronik. Berikut ini adalah isi dari pasal-pasasebtft :

Pasal 27 ayat 2
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mebdsskan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesfoyranlasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatarjyzban.

Pasal 45 ayat 1
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dichaledam Pasal
27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4)dd#ipa dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda palingiyaka
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal-pasal tersebut sudah cukup baik untuk dkaraalam pasal
45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ngntaformasi dan
Transaksi Elektronik ada disebutkan bahwa pelarggaang memenuhi
pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 akan mendapatkan pjlamara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.00@@0,00 (satu miliar
rupiah). Hal ini jelas membuat pelaku yang melanggaal tersebut semakin
berpikir untuk tidak dijatuhi hukuman yang lebihrdieini dibandingkan
dengan perjudian konvensiorial.

Hal tersebut wajar sebab pelaku pelanggaran tephgdesal ini

menyebabkan kerugian yang besar dan korban yaity belmyak dibanding

2 Undang-undang ITEIfformatika dan Transaksi ElektrojkYogyakarta: New merah
Putih, cet.l, 2009 him. 24 dan 44

% Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP pidanaapergelama-lamanya sepuluh
tahun atau denda sebanyakbanyaknya dua puluhuiaaypiah.
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pelanggaran terhadap perjudian konvensional. Meagirsifat dari pada
hukum itu sendiri adal&h

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demigpgaman Negara,
masyarakat dan penduduk.

2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan ni@njaanusia yang
berbudi baik dan berguna.
Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan tredak pidana.

Pemidanaan tidak diperkenankan merendahkambadnnanusia.

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepaprdags pembuktian
yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbanganrhalalam memutuskan
sebuah perkara

Berkaitan dengan masalah pembuktian, berdasarksal Ba ayat (3)
Undang-Undang ITE ditegaskan bahwa penggeledahan dan/atau penyitaan
sistem elektronik serta penangkapan dan penahatakugyber crimeharus
dilakukan atas izin dari Ketua Pengadilan Negeerapat dalam waktu satu
kali dua puluh empat jam.

Penulis tidak setuju dengan ketentuan di atas kamrupakan suatu
hal yang sulit untuk diwujudkan dan bertele-telarena tidak dimungkinkan
mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negetempat untuk
melakukan hal termaksud dalam waktu yang sanggkain

Berbicara tentang pembuktian pada perjudian melaternet tidak
terlepas dari ketentuan mengenai alat bukti sebwga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infornixmi Transaksi
Elektronik (Undang-Undang ITE). Pada pasal 5 agatfU ITE disebutkan

bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elekkrodan/atau hasil

4 SudartoHukum dan Hukum PidanBandung: Alumni, 1997,him. 50
® Undang-undang ITBrfformatika dan Transaksi Elektronik), Ihichim. 43
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cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Barllan Pasal 1 angka 1
UU ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronitalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidakdtas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, fotelectronic data interchange (EDI)surat
elektronik(electronic mail) telegram, telekdelecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasy yatah diolah yang
memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yangmpu memahaminya.
Sementara itu, pasal 1 angka 4 UU YTeenyebutkan, bahwa yang dimaksud
dengan dokumen elektronik adalah setiap informesitrenik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalbentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang tapkhat, ditampilkan
dan/atau didengan melalui komputer atau sistentrelek, termasuk tetapi
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, petacangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, siathal perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami olefang yang mampu
memahaminya. Apabila ditelaah, mak¥ebsite penyelenggara perjudian
melalui internet dafe-mail peserta judinya, serta sms merupakan bagian dari
informasi elektronik, sehingga dapat dikategorilsabagai salah satu alat
bukti yang sah secara hukum.

Proses pembuktian tindak pidana perjudian melahiernet di
pengadilan sangat membutuhkan pendekatan tekrém&drukti bukti yang
ditemukan dapat berupa bukti elektronik yang mas#tum diakui oleh
hukum acara (KUHAP), sehingga masih harus didukiderggan keterangan

ahli agar dapat diterima di pengadilan.

® Penjelasan atas undang-undang republik IndonesimoN 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
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Namun ketentuan tentang hukuman Perjudian Elelronj harus
melihat konsep hapusnya pertanggung jawaban tipdkna, dalam masalah
penghapus pidana terdapat dua alasan yaitu: gkesabenalpermissibility),
dan alasapemaaf(legal excuse)

Penulis tidak setuju dengan adanya katangan hakdi dalam pasal
27 ayat 2 UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Biamsaksi Elektronfk
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidangrp paling lama
enam tahun atau denda paling banyak satu milyahuyitu:

Ke-1 E Setiap orang dengan sengaja dan tanpbhdrakain judi di
internet

Ke-2 : Setiap orang dengan sengaja @apa hakmendistribusikan dan
/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diae
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronikagyanemiliki
muatan perjudian”.

Berdasarkan pasal tersebut pada kata dengan safagdaianpa hak,
disini mengandung arti bahwa, setiap sesuatu jg@ngajakan dan tanpa hak
akan berakibat melawan hukum dan terkena sanksiumdnal tersebut akan
berbalik ketika perbuatan tersebut mendapatkandam pemerintah sebagai
pemberi izin atas pelegalan sesuatu/algsambenar maka sifat melawan
hukumnya akan terhapus/hilang. Dengan kata lairwhapasal tersebut
adalah pasakaret (haatzai artikelely yang masih memungkinkan celah

untuk bebas dari tuntutan/sanksi hukum. Sebagairgang termuat dalam

makhdor.blogspot.comn

" Topo SantosoMenggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syari'#nts dalam
Konteks Moderitas, Jakarta: Gema Insani, 2003, him. 169
8 Undang-undang ITBifformatika dan Transaksi Elektronik), Ihichim. 24
*http://makhdor.blogspot.com/2009/01/uu-ite-antaeasang-dan-kontroversi_26.html,
diakses tanggal 20-10- 2010
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Sebagaimana yang telah dikatan oleh Topo Santoso

“Suatu perbuatan pidana, didalamnya terdapat algsambenar
sebagai alasan penghapus pidana, dengan adanga @éasbenarini maka
sifat melawan hukum tersebut menjadi hilafy”.

Sedangkan alasan pemaaf sendiri akan berujung ‘fpedaaafan”

terhadap suatu tindak pidana, yang melawan hufum.

. Analisisterhadap Tindak Pidana Perjudian Elektronik Undang-Undang
No 11 Tahun 2008 tentang I nformasi dan Transaksi Elektronik menurut

Hukum Pidana ldam

Sumber hukum yang utama dari Hukum Islam adala@ualan dan
As-Sunnah, al-Quran al-Hakim kita ketahui didalg@mntermuat syara’,
menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh yat® Pradj¥, bahwa
yang dimaksud dengan al-syara’ bukan sesuatu yapagtdmembedakan
antara manfaat atau madharat, tetapi terlebih desgara’ akan membawa
pelakunya kepada kebaikan atau kepada keburukankatasakan, baik di
dunia maupun di akhirat kelak.

Hukum Islam merupakan hukum yang menghargai nilai-n
kemanusiaan atau humanistik. Hasbi Ash-Shidiégimengatakan bahwa
hukum kemanusiaan yang dikandung oleh syari’atristaemiliki banyak
keistimewaan, teruatama dalam menempatkan manwsia posisi yang

paling utama.

1 Topo Santos®p. Cit,him. 169

1 bid

12 Juhaya S. Pradj&jlsafat Hukum IslamBandung:Yayasan Piara, 1997, him.39-40
13 Hasbi Ash-Shidiegierigh Mu’amalah,Jakarta: Bulan Bintang, 1990, him. 157
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Dalam konteks hukum Islam, manusia merupakan subgdlaligus
objek hukum. Al-Qur'an merupakan kalamullah yanmpgerna, oleh karena
itu kesempurnaannya melampaui gagasan manusia rafaksi hukum
buatan manusta

Pelaku jarimah adalah orang yang melakukan tindakan kriminal
dalam berbagai bentuk kejahatan yang dikategorils@ibagai upaya
memerangi Allah dan Rasulullah SAW, untuk hal teatemaka pelaku
jarimah dapat dikenakan sanksi.

Dalam prespektif hukum Islam, hukuman itu ditetapksebagai
perlindungan bagi manusia dari ancaman kejahatamg yaangat
membahayakan keamanan serta ketertiban, juga mianbgrelajaran bagi
pelakunya agar memperbaiki moral jiwanya dari #hat.

Berkaitan denganTindak Pidana Perjudian Elektronikni, maka
hukumannya adalah sama, seperti hukuman pada perjkdnvensional
lainnya, yaitu dijilid (cambuk) sebagaimana hukuman yang di berikan untuk
pelaku khamr.

Penggunaan hukuman yang bersifatorporal’, tentunya lebih
mengena dan efek penjeraan akan lebih efektif dibgkan dengan
hukuman yang sifatnya tidak membuat jera seperkuman denda atau
hanya sekedar penjara.

Hal tersebut penulis setuju, karena tentunya tepangan
menggunakan metodeayiyas”, jika tidak menggunakan metodgyas maka

seakan hukuman untuk pelaku perjudian menjadi kaaumr samar-samar,

4 Beni Ahmad SaebanFilsafat Hukum IslamgCet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008,
him. 321
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karena belum ada ketentuan hukum yang pasti unélékyp perjudian di
dalam Hukum Pidana Islam.

Didalam rukungiyas salah satunya adalafilat (motivasi hukum),
motivasi disini tentunya adalah untuk menghilangk@madharatan dan
mendatangkan kemaslahatan, meskipun ‘illat dari nmkhaadalah
“memabukan” namun begitu juga didalam berjudi, “rabokan” ini
diartikan sebagai hal yang mendatangkan kelupaaftuga diri. Far'u nya
adalah masir yang nashnya disamakan dengan khamr karena
dilarang/diharamkan dan terdapat dalam satu ayaj gama seperti dalam
QS. Al-Maidah: ayat 91Ashl (obyek yang telah ditentukan oleh al-Qur'an
hadits atau ijma’nya adalalmaisr tersebuthukum ashhya adalah khamr
tersebut yang sudah jelas nashnya.

Adapun untuk masalah pembuktiannya tentunya dildzat jarimah
yang dilakukan, karena setiap jarimah tentunya meryg maksud sendiri-
sendiri, semisal pencurian maka dihukum potong gangarena untuk
melindungi harta, zina tentunya dijilid karena untaelindungi keturunan,
alat bukti yang digunakan tidaklah hanya satu, Zdaacam alat bukti yang
dapat diajukan untuk dapat dipergunakan hakim seh@gtimbangan dalam
menentukan hukuman, vyaituSaksi, Pengakuan dan indikasi-indikasi
tertentd®

Sebagaimana di kutip oleh Ahmad Wardi muslich, ahwam
Syafi'i dan Imam Ahmad hukumata’zir badaniah tanpa gishash vyaitu
dengan dua orang laki-laki yang adil, menurut InMaiik dengan dua orang

saksi laki-laki dan sumpahnya korban,menurut Imam AManifah dua orang

5 www.kuliah hukum islam virtual.com diakses tangha-12-2011
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saksi yang salah satunya korban, bahkan menuruuakemuridnya,
pembuktian cukup dengan seorasaksiyang adil, atau denggmengakuan
korban(penuntut), di tambdteengganan bersumpah terdakvedau bahkan
cukup dengapengetahuan hakigiimul gadhi).*®

Selain itu hadist yang menunjukkan bolehnya tat#ngan jilid
sebagai hukuman didalam Islam adalah hadits Abid&ur bahwa Nabi
SAW. Berkata ;

LA gy g 4] sAde A () (5 gL - LS O e AW B ) O
40 3584 (e 32 ) ol 350 5308 (338 B84 Y gy
Artinya : “Janganlah kamu melakukan pemukulan lett#ti sepuluh kali
cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuiadrydng
telah mendapat restu dari Allah SW#”.

Sebenarnya hukuman ta’zir itu tidak monoton terpaudskumarnilid,
namun beragam, secara garis besar dapat dikelompuokajadi 4(empat)
hal, yaitd® :

1. Hukuman ta’zir yang mengenai badan, seperti hukumatn dan jilid

(dera/cambuk)

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseosaperti
hukuman penjara dan pengasingan

3. Hukuman ta’zir yang berkaitan dengan harta, sepeéenda,
penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil andémi

kemaslahatan umum.

18 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslamJakarta:Sinar Grafika, 2005, him.232-233
" Tagiyuddin Ibn Dagig,lhkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-AhkarRentahqiq dan

Pemuraja‘ah: Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: MaktadmsSunnah, 1994, him. 634

8 Rahman A.I'Doi, Syariah The Islamic LawTerj. Zainudin dan Rusdydi sulaiman,”

Hudud dan Kewarisan,”, Jakarta : PT Raja Grafinds&la, 1996, him.90.

19 Ahmad Waardi MuslichHukum Pidana Islamjakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 258
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Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat di katakbahwa salah
satu tindakan kriminal yang membawa dampak negadie@taranya, yaitu 1)
merusak ekonomi keluarga, 2) mengganggu keamanasyamakat, 3)
melumpuhkan semangat berkreasi,4) menghabiskarunaaa lain-laif’

Seperti terdapat didalam al-quran bahwa perjudiain dapat
menimbulkan permusuhan, kebencian dan menghalamgimngingat-ingat

Allah, dalam surat al-Maidah ayat 91 disebutkan:

B i P . 5. AR G g sl oo . B e PR
)MM.AJ\JA IA}LM 55 ;LM.MJA 0}\.,\.&“ ;g-\-\-’ Cﬁj; Ol Jw\ .)\.3]: LA.Ji
3

() 13Uy O i B g el el Al §3 e ST

Artinya : “ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud h&ndnenimbulkan
permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaram{mm)
khamar dan berjudi itu, menghalangi kami dari megat
Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu ( dari
mengerjakan pekerjaan itu ) (QS. Al — Maidah: 91 )

Dari kemadharatan yang timbul akibat perjudian,k bperjudian
elektronik maupun perjudian konvensional, maka gslah jika hukuman
perjudian menggunakan hukuman yang sama denkiamamr Demi
terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam makggrsehingga hal ini
pantas untuk diterapkan

Meskipun bagi sebagian kalangan hukuman di dalakurhulslam
dipandang primitive dan tidak manusiawi, namun riugukum Islamlah
yang lebih adil dibanding dengan hukum-hukum yaam.| Bagaimana

mungkin jika memang hukum Islam dipandang primitden kejam dapat

menegakan keadilan di suatu Negara yang menggunblkdmom Islam

20 7ainudin Ali, Hukum Pidana IslamJakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003, him.92
% yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiranr&@rQap.it., him. 177
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sebagai  perundang-undangannya, Sebagaimana FazrahmaR?
mengatakan:

“ketidak pahaman bangsa Barat terhadap subtangirisisHukum

Pidana Islam, menjadikan penilaian mereka bersifayektif”

Hal ini senada dengan asas Hukum Pidana Islan¥aitu

1. Asas ketauhidan, bahwa hanya orang-orang yang éerkepada Allah
SWT, dan hari akhir saja yang meyakini bahwa sekatentuan Hukum
Pidana Islam merupakan kebenaran absolute, sehimggd untuk
dilaksanakan

2. Asas keadilan, artinya proposional dalam menangagala hal yang
berkaitan dengan pelaksanan Hukum Pidana Islam

3. Asas kemanusiaan, sebagai landasan prinsipil, bpkleksanaan syari’at
Islam yang berkaitan dengan jinayah, adalah untakneiungi hak asasi
manusia, yakni hak hidup dengan aman dan damahalapembelaan diri

4. Asas praduga tak bersalah, sebagai landasan batmah, fghibah, atau
bentuk lain dari menuduh orang lain telah melakukafanggaran atau
kejahatan yang melawan hukum, adalah bentuk perbuaing dosanya
melebihi pembunuhan, oleh karena itu terhadap piapguga, asas
praduga tak bersalah harus selalu diberlakukarykumtembuktikannya
diperlukan saksi dan bukti-bukti yang akurat

5. Asas ketertiban dan kedamaian, sebagai landasamababkum berikut
sanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatanjieent mendukung
dan menetapkan tujuan hukum yang sebenarnya, yamndupan yang
tertib dan damai

6. Asas yang menegaskan bahwa hukum tidak berlakd, el karena itu,
sepanjang belum ada hukum penggantinya, diperganak&um yang
telah ada.

Melihat asas-asas dari Hukum Pidana Islam diatasnang sudah
tidak bisa diragukan lagi bahwa hukum Islam memamnjunjung tinggi
rasa keadilan, dan kemanusian. Maka dari itu, hialtérasa sesuai jika
hukuman ta’zir ditegakan/dipergunakan untuk hukuman atas Tindd&na
Perjudian Elektronik.

Pasal yang terdapat didalam Undang-Undang ITE(rimési dan

Transaksi Elektronik) berkaitang dengan sanksiay@andang kurang tegas

22 Fazrul Rahman)slam,Bandung: Pustaka, 1994, him.159
2 Beni Ahmad Saebarfilsafat Hukum IslamCet. |, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008,
him. 328-329
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dan ringan menurut Hukum Pidana Islam. Karena gkaHukum Islam
tentunya dengan menggunakgiid dimana efeknya langsung terasa oleh
pelaku, akan tetapi jika hanya dengan denda/jikalalam hukum Islam
dengan penyitaan, maka kurang mengena secara tapgsiek jera masih
belum dapat dirasakan, dengan begitu pengulangdaktipidanannya masih
dimungkinkan terjadi. Akan hal ini penulis setugngan cara hukuman yang

diterapkan Hukum Islam dalam menanggulangi kejahpggjudian.



